BUPATI JEFARA

PERATURAN BUPATI] JEPARA
NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPAT1 JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
ALODKAS] DAN HARGA ECERAN TERTINGG! (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Mengingat

UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT] JEPARA,

a bahwa urtuk memenuhi kekurangan kebutuhan pupuk
bersubasidi disuatu kecamatan dikarenakan penyerapannya
melebihi jumiah kebutuhan semula, maka perilu adanya
realokasi pupuk bersubsidi;

b. bahwa untuk melaksanakan realokasi kebutuhan pupuk
bersubsidi antar kecamatan maka perlu meninjau kembali
Peraturan Bupati Jepars Nomor 4 Tahun 2012 tentang
alokasi dan harga cceran tertinggi (HET] pupuk bersubsidi
untuk sektor pertanian d Kabupaten Jepars tahun anggaran
2012;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanea dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas
Peraturan Bupati Jepara Nomor 4 Tahun 2012 tentang
alokasi dan harga eccaan tertinggi (HET) pupuk bersubsidi
untuk sektor pertanian d Kabupaten Jepara tahan anggaran
2012

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinst Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478j;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

B ThE o o BT h adaocaos Dl



e g
WEPALA SKED || RERR.A EACIAN ||

10.

11.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Baden Usahe
Milik Negara (Lemberun Negara Tahun 2003 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 85,
Tambahan Lembaren Negara Republik Indonesia  Nomor
4411);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4437}, scbagaimana teah
beberapa kali diubmh terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 temtang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  lentang
Pemenintahan Daecrah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negarma
Republik Indonesia Nomor 4344);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438j,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Prtermakan
dan Keschatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5015},

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 22 Tabun 2011 ientang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2254);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tenlang Pupuk
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4079);

12.Peraturan Pemerintalh  Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Antara Pemcrintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
{Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

13.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan

Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan
sebagaimana tclah diubsh dengan Peraturan Presiden Nomor
15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi
Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
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Menetapkan

14Keputusan Menten Penndusthan dan Perdagangan Nomor
634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Teta Cara
Pengawasan Barang dan/atau Jasa vang Beredar di Pasar;

15.Keputusan Meniern Powaman Nomor 456/Kpis/OT.160/
772006 teptang Pembentukan Kelompok Kepa Khusus
Pengkajan kKebijjpkan Pupuk Delam Mendukung Ketahanan
Pangar;

16.Peraturan Menteri  Pertanian Nomor  40/Permentan,
OT.14044/2007 wntang Rekomendas: Pemupukan N, P Dan
K Pada Padi Sawah Spemfik Loloesi

17 Peraturan Mentenn Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/
6J2011 temtang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk
Bermubaxh Untuk Sektor Pertanian;

18.Peraturan Menteri Pertanéan Nomor 4.3/Permentanf10/ 2011
temtang Syaret Dan Tatacara Pendefiaran Pupuk An-Organik;

19.Peraturan  Menteri Pertanian Nomor 70 /Permentan/
SR.140710/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati Dan
Pembenah Tanah;

20 Peraturan Menteri  Pertanian  Nomor 87 /Permentan/
SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Scktor Pertanian
Tahun Anggaran 2012

21.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011
tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011 Nomor 90

22.Peraturen Bupati Jepara Nomor 4 Tahun 2012 tenlang
alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi
untuk sektor pertanian d Kabupaten Jepara tahun anggaran
2012.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG ALORKASI
DAN HARGA ECERAN TERTINGG! (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN Di KABUPATEN JEPARA TAHUN
ANGGARAN 2012.

Pasal |

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Alokasi dan Harga
Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Secktor Pertanian di Kabupaten
Jepara Tahun Anggaran 2012 {Berita Dacrah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor
458) diubah achagai berikut:
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" : Tanaman Pangan dan Hortikoaums
Jenis Pupuk : Urea

et 1 e Mol asi Popmk Ures/Bulan (Ton)
Kecamainn Usaha Tuia Pupuk Jumlah
Hat {Ton)
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Pasal 1

Peraturan ini fmulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang Incn getahuinya memenntahkan pengundangan peraturan ni
dengan penempatannya dalam berila dacrah Kabupaten Jepara.
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Diundangkan d .Jepara
pada tanggal 4 Oktowr 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

LI'H
BERITA DAERA LJPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 674
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